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ABSTRAK 

PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS KESEHATAN  

PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROV. RIAU 

OLEH 

AGUNG PURNAMA 

01770415286 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik 

prosedur penagihan piutang BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. 

Riau. Serta mengetahui bagaimana prosedur klaim piutang BPJS Kesehatan dengan 

menggunakan sistem Case-Mix atau yang dikenal tarif INA-CBG`s. 

 Sistem penagihan piutang BPJS di Rumah Sakit Jiwa  Tampan Prov. Riau 

menggunakan sistem  Case-Mix  yang lebih dikenal dengan tarif Indonesia  Case 

Base Group`s (INA-CBG’s). Sistem ini merupakan pembiayaan  berdasarkan  tarif 

pengelompokan  diagnosis  yang  mempunyai  kedekatan  secara  klinis  dan 

homogenitas sumber daya yang digunakan dalam pengobatan. 

 Hasil penelitian bahwa masih terjadi keterlambatan pembayaran piutang 

BPJS Kesehatan yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya klaim di-pending 

akibat dari kesalahan proses koding oleh koder dan proses peng-in-put-an koding 

oleh grouper, dan ketidaklengkapan resume medis. 

  

Kata kunci : Prosedur Penagihan Piutang, BPJS Kesehatan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelengggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang  menyediakan pelayanan  

rawat  inap, rawat jalan dan gawat  darurat. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah 

sakit publik merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan badan usaha nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah, diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan 

Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Rumah sakit dan lembaga pendidikan biasanya enggan menyebut diri mereka 

sebagai organisasi profit yang bertujuan mencari keuntungan. Namun tidak dapat 

dimungkiri banyak rumah sakit atau sekolah yang didirikan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. Rumah sakit atau sekolah yang dikelola pemerintah pada 

dasarnya bertujuan tidak untuk mencari keuntungan, namun demikian kedua lembaga 

tidak boleh rugi terus menerus. 

Pemeliharaan kesehatan dengan prinsip jaminan kesehatan melalui 

mekanisme asuransi sosial sebagai awal dari pengembangan sistem jaminan 

kesehatan secara menyeluruh yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. BPJS 

kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan Badan Usaha Milik 
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Negara yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan 

jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fasilitas kesehatan 

tersebut diperoleh di Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS kesehatan. 

Setiap transaksi yang terjadi antara pihak BPJS dengan pihak Rumah Sakit harus 

tercatat dalam pembukuan kedua belah pihak. 

BPJS merupakan program asuransi  pemerintah  yang  resmi dilaksanakan  

pada  tahun  2014.  Munculnya  asuransi  tentu  saja  berakibat  pada  munculnya  

piutang  asuransi  di  RSJ Tampan Prov. Riau.  Piutang  asuransi berupa  klaim  BPJS  

di  RSJ Tampan Prov. Riau akan  mempengaruhi  arus  kas. 

Sistem penagihan piutang BPJS di RSJ Tampan Prov. Riau menggunakan 

sistem Case-Mix yang lebih dikenal dengan tarif  Indonesia Case Base Group`s (INA-

CBG’s). Sistem Case-Mix adalah sistem pembiayaan berdasarkan tarif 

pengelompokan diagnosis yang mempunyai kedekatan secara klinis dan homogenitas 

sumber daya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk 

pembiayaan kesehatan pada penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagai pola 

pembayaran yang bersifat prospektif dengan tujuan untuk menetapkan standar tarif 

agar lebih memberikan kepastian pada setiap penyakit yang diderita pasien. Petugas 

rekam medis berperan besar dalam menentukan kodefikasi penyakit maupun tindakan 

yang pada akhirnya akan menentukan biaya pelayanan kesehatan.  

Sistem Case-Mix mengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu 

pada ciri klinis yang mirip/sama dan penggunaan sumber daya biaya perawatan yang 

mirip/sama. Sistem Case-Mix ini telah diterapkan sebagai metode pembayaran 
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pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan 

Pengelola Jaminan Sosial bidang kesehatan. 

Pengelolaan piutang menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan 

keuangan secara umum. Untuk mengelola piutang dengan baik diperlukan 

manajemen piutang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, atau pengarahan  

dan  pengawasan  atas pengendalian  terhadap  piutang  perusahaan. Maka  

perusahaan  harus  mengikuti   setiap  prosedur-prosedur  yang  sudah ditetapkan.  

Sistem  pengendalian  intern  juga  diperlukan  dalam  menjalankan sebuah 

perusahaan, agar terhindar dari penyalahgunaan hak dan wewenang atau 

penyelewengan mengenai piutang-piutang yang sudah terbayarkan. 

Manajemen penagihan piutang adalah prosedur atau langkah-langkah yang 

dilakukan perusahaan untuk dapat menagihkan hak perusahaan yang sudah jatuh 

tempo  dalam  rangka  untuk  menunjang  kemajuan  perusahaan  dalam  hal  mencari 

keuntungan. 

Piutang merupakan bagian  yang  cukup besar dari aktiva lancar dimana hal 

ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dan arus kas  rumah  sakit,  sedangkan  

rumah  sakit  mempunyai  kewajiban  jangka  pendek yang harus dibayar kepada 

pihak lain. Piutang ini terjadi karena adanya perbedaan antara  penerimaan  kas  

dengan  pendapatan  dari  pelayanan  yang  telah  diberikan rumah sakit.  

Banyak rumah sakit yang mengeluhkan lambatnya BPJS Kesehatan 

membayar klaim yang telah diajukan. Tribun Pekanbaru.com memberitakan bahwa 

Manajemen terpaksa berutang obat, tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Pelalawan 
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Riau capai Rp 4,8 M. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan Kabupaten Pelalawan 

menunggak pembayaran klaim ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih 

Pangkalan Kerinci selama tiga bulan. 

Melihat banyaknya keluhan rumah sakit terhadap sistem pembayaran piutang 

BPJS yang diungkap di berbagai media. Dimana rumah sakit sendiri membutuhkan 

kas untuk operasional sehari-hari maka daripada itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah yang terkait penagihan piutang pada Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Riau dengan judul “PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS PADA 

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  merumuskan  masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur administrasi penagihan klaim piutang BPJS di RSJ Tampan 

Prov. Riau? 

2. Bagaimana prosedur klaim piutang BPJS Kesehatan dengan menggunakan sistem 

Case-Mix atau yang dikenal tarif INA CBG`s? 

3. Hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  RSJ Tampan Prov. Riau  dalam 

proses penagihan klaim piutang BPJS? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini 
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adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan  piutang BPJS di RSJ 

Tampan Prov. Riau. 

b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur klaim piutang BPJS Kesehatan 

dengan menggunakan sistem Case-Mix atau yang dikenal tarif INA 

CBG`s. 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  RSJ 

Tampan Prov. Riau  dalam proses penagihan klaim piutang BPJS. 

       

1.4. Manfaat Penulisan   

Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  maka  penelitian  ini 

diharapkan dapat sebagai aplikasi dari teori sistem akuntansi yang telah di pelajari 

selama di bangku kuliah dalam kehidupan yang nyata. Adapun manfaat penelitian 

yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian  ini  merupakan  sarana  bagi  penulis  untuk  

menambah  dan menerapkan  ilmu  yang  telah  di  pelajari  selama  

mengikuti  perkuliahan  di jurusan  DIII  Akuntansi  Fakultas  

Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial  UIN  SUSKA RIAU. Penelitian ini juga 

dapat memotivasi peneliti untuk menambah dan meningkatkan 

pengetahuan khususnya pada akuntansi maupun sistemnya.  
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b. Bagi Rumah Sakit  

Hasil  Penelitian  ini  bagi  Rumah  Sakit  sebagai  bahan  

masukan  dan pertimbangan mengenai penagihan piutang yang tepat 

dan  sebagai informasi yang penting untuk bahan pertimbangan bagi 

pihak manajemen dalam mengambil keputusan.  

c. Bagi Pembaca 

Dengan  adanya  penelitian  ini  penulis  berharap  laporan  yang  

dibuat dapat menambah referensi bagi para pembaca. Khususnya 

bagi para peneliti lain yang permasalahannya saling berkaitan. 

 

1.5.  Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Prov. Riau Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Pekanbaru, Riau. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. 

Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan dan sudah 

disajikan  oleh  perusahaan  dalam  bentuk  jadi, seperti struktur 

organisasi, kegiatan usaha perusahaan, serta data yang mencakup 
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pembukuan  dan  catatan-catatan  akuntansi dan data yang berhubungan 

dengan sistem penagihan piutang BPJS Kesehatan. 

b. Sumber Data 

Sumber data untuk penelitian ini diambil dari bagian klaim BPJS 

Centre dan keuangan  berupa  data  penerimaan piutang BPJS. Sedangkan  

struktur  organisasi  dan  sejarah  perusahaan  beserta  uraian tugas di 

dapat dari bagian administrasi umum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai orang yang 

berwenang dalam rumah sakit tersebut untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penulisan tugas akhir. Dari wawancara itu diharapkan 

dapat memperoleh data mengenai Prosedur Penagihan BPJS Kesehatan 

yang dimiliki rumah sakit. 

b. Dokumentasi 

Yaitu  dengan  mengutip  data  secara  langsung  yang  dimiliki oleh 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. 

c. Library (perpustakaan) 

Yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di  perpustakaan  untuk 

mengumpulkan data dan sumber-sumber yang sifatnya teoritis. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Gambaran  penulisan  secara  umum  diuraikan  secara  ringkas  dalam  setiap  

bab dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB 1    :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang  

masalah,  perumusan   masalah,  tujuan  dan  manfaat  penelitian,  metode 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II    :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, falsafah, visi, 

misi, motto perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.  

BAB III   : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada  bab  ini  menguraikan  tentang  teori-teori  yang  mendukung 

penelitian dana disertai dengan tinjauan praktek mengenai prosedur 

penagihan piuatang yang diterapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Provinsi Riau. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab  ini  menjelaskan  kesimpulan  dari  penjelasan-penjelasan 

sebelumnya  dan  saran  dimana  penulis  akan  memberikan  saransaran 

yang mngkin bermanfaat bagi pembaca. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.  Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau  

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau pembentukannya berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 350/Men.Kes/SK/VII/1984 tanggal 5 Juli 

1984 dengan nama RS Jiwa Pusat Pekanbaru Kelas B dan diresmikan oleh Menteri 

Kesehatan Tahun 1985. Persiapan fisik gedungnya sudah dimulai sejak tahun 

anggaran 1980/1981 melalui proyek peningkatan pelayanan kesehatan jiwa Provinsi 

Riau. Saat itu ada beberapa bangunan yang sudah selesai antara lain ruang poliklinik 

dan 2 (dua) buah ruang rawatan dengan kapasitas masing-masing. 

Pada tahun 1986/1987 ada peningkatan jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 

180 tempat tidur dan telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

pelayanan rawat jalan, rawat inap, rehabilitasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium 

sederhana, pemeriksaan elektromedik, sarana farmasi, integrasi kesehatan jiwa ke 

RSU Kabupaten, penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat dan beberapa kerja 

sama lintas sektor. Sejak otonomi daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau 

diserahkan kepada Pemerintah daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan 

Mentri kesehatanNomor: 909/ MENKES/ SK/ VIII/ 2001 tentang pengalihan 

kelembagaan beberapa unit pelaksanaan teknis dilingkungan Departemen Kesehatan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 23 Agustus 2001. 
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Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau beroperasi pada tanggal 5 juli 1984. 

Sejak tahun 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ditetapkan sebagai Rumah 

Sakit Jiwa Tampan tipe A dibawah pemerintah daerah Provinsi Riau berdasarkan 

peraturan daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2002 tanggal 10 Desember 2002 

dengan kondisi sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia di RSJ Tampan Prov. Riau sampai saat ini sebagai 

berikut: (1) Pegawai Negeri Sipil : 214, (2) Tenaga Honorer : 99 orang,       (3) 

Tenaga Harian Lepas : 66 orang.  

2. Sarana dan Prasarana  

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdiri di atas lahan seluas 110.016 

M2, luas bangunan 4.906 m2. Pada tahun anggaran 2002 Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Provinsi Riau mendapat bantuan pembangunan ruangan pendidikan dari 

dana APBN seluas 900 M2. Pada Tahun Anggaran 2008 Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Provinsi Riau membangun gedung NAPZA dua lantai. Pada lantai bawah 

seluas 914 M2 dan lantai atas seluas 475 M2 yang dibiayai dari dana APBD 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. 

Prasarana meliputi : Unit rawat inap sebanyak 7 (tujuh) bangsal dengan 

kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 219 buah. unit rawat jalan, unit 

gawat darurat, unit rehabilitasi dan unit kesehatan jiwa masyarakat. Fasilitas 

penunjang : laboratorium, klinik, radiologi, apotek instansi gizi, instansi 

pemeliharaan sarana rumah sakit, laundry, gudang persediaan barang inventasris, 



11 
 

 

mushalla, dan pengolahan limbah rumah sakit. 

 

2.2. Tujuan Instansi 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan salah satu organisasi 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Riau pada umumnya dan 

Kota Pekanbaru pada khususnya, dimana lembaga ini adalah milik Pemerintah 

Provinsi Riau. Tujuan rumah sakit ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan masyarakat.  

 

2.3. Moto Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau   

 Moto Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yaitu:  

E : EtosKerja Tinggi.   

M : Manusiawi.   

P : Professional.   

A : Amanah.   

T : TanggungJawabTugas Dan Kewajiban.   

I : Ikhlas 
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2.4. Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau  

Visi: 

“Pusat Rujukan Regional Terbaik Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitas, 

Pendidikan dan Riset yang Profesional Berbasis Masyarakat”.   

Misi:  

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa dan napza secara holistik dan 

berbasis masyarakat.   

2. Mengembangkan pelayanan kesehatan secara komprehensif yang 

menunjang pelayanan kesehatan jiwa.   

3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan peneitian yang berkualitas 

dalam bidang kesehatan.   

4. Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efesien, transparan dan 

akuntabel. 
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2.5. Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1: Stuktur Organisasi 



14 
 

 

2.6. Tugas dan Wewenang Jabatan 

Rincian tugas dari masing-masing jabatan yang tertera dalam struktur 

organisasi diatas, yaitu:   

1. Direktorat Umum dan Keuangan 

Sesuai peraturan Gubernur Riau Nomor 22 tahun 2009 tentang uraian tugas 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Direktorat Umum dan Keuangan 

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, 

monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian.  

Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Umum dan Keuangan dipimpin 

oleh seorang direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama.  

Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi yaitu: 

a. Melaksanakan kegiatan dibidang Tata Usaha.  

b. Melaksanakan kegiatan dibidang keuangan.  

c. Melaksanakan kegiatan dibidang perancanaan.  

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama.  

Direktorat Umum dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) bagian:  

1) Bagian Tata Usaha  

2) Bagian Keuangan 

3) Bagian Perencanaan 

Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian, dan masing-masing 
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bagian mempunyai 2 (dua) sub bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin 

oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bagian. 

2. Bagian Tata Usaha  

Mempunyai tugas dibidang ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya 

bagian tata usaha mempunyai fungsi:  

a. Mengkodirnasikan antar bidang, menyusun dan mengawasi 

pelaksanaan umum dan kepegawaiaan.  

b. Mengkodirnasikan antar bidang, menyusun, dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan masyarakat dan 

perlengkapan.  

c. Melaksanakan pekerjaan yang berhubugan dengan analisis beban 

kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hokum kelembagaan dan 

ketatalaksanaan di lingkungan rumah sakit dan mengkoordinasikannya 

dengan biro hukum, organisasi, dan tatalaksana.  

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Bagian Keuangan 

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian keuangan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perbendaharaan dan 

Subbagian Verifikasi. 
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b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perbendaharaan 

dan Subbagian Verifikasi. 

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perbendaharaan dan 

Subbagian Verifikasi. 

d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perbendaharaan dan 

Subbagian Verifikasi. 

e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Bagian Perencanaan 

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian perencanaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan dan tindak 

lanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan. 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada SubbagianPerencanaan dan 

tindak lanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan. 

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan dan 

Tindak Lanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan. 
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d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan dan 

TindakLanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan. 

e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

5. Direktur Medik dan Keperawatan 

Direktur medik dan keperawatan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan dibidang pelayanan medik, keperawatan dan fasilitas pelayanan 

medik.  Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

direktur utama. Direktur medik dan keperawatan terdiri dari:   

a. Bidang pelayanan medik.  

b. Bidang penunjang medik dan diklit.   

c. Bidang keperawatan.  

6. Bidang Pelayanan Medik 

Bidang pelayanan medic mempunyai tugas:   

a. Mempersiapkan dan memberikan data serta informasi kepada direktur 

dengan pelayanan medic termasuk dokumen medik rumah sakit sesuai 

kebutuhan.   

b. Memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada direktur medik 

dan keperawatan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kegiatan pelayanan medic serta pengembangannya.   
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c. Mengadakan kordinasi unit kerja yang berada di bawah kordinasinya 

dan unit terkait lainnya untuk menyusun program kerja, kebutuhan, 

peralatan, dan anggaran biaya untuk menunjang kegiatan dan 

pelaksanaan tugas serta pengembangan tugas pokok bidang pelayanan 

medik sesuai kebutuhan dan aturan berlaku. 

d. Mengadakan kordinasi dalam membuat uraian tugas semua pegawai 

yang berada di bawah tanggung jawab. 

7. Bidang Penunjang Medik dan Diklit 

Bidang penunjang medik dan dikli tmemilikitugas: 

a. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Penunjang Medik dan Seksi 

Pendidikan dan Peneliti. 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Bidang Penunjang Medik 

dan Bidang Pendidikan dan Peneliti. 

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medik dan 

Seksi Pendidikan dan Peneliti. 

d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medik dan 

Seksi Pendidikan dan Peneliti. 

e. Melaksanakan kegiatan di Bidang Penunjang Medik. 

f. Melaksanakan kegiatan di Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Peneliti. 
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g. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

8. Bidang Keperawatan 

Bidang keperawatan mempunyai tugas:   

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakannya dan tata tertib pelayanan 

keperawatan, sesuai dengan kebijakan direktorat medik dan 

keperawatan.   

b. Menyusun falsafah keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah 

rumahsakit.   

c. Menentukan jenis peralatan perunit perawatan untuk pasien serta 

menyusun perencanaan dan anggaran belanja rumah sakit.   

d. Memberikan bimbingan kepada tenaga keperawatan yang ada dibawah 

bidang keperawatan untuk melaksanakan program kesehatan terpadu 

di rumah sakit.  

e. Melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru yang akan bekerja 

di rumah sakit 

f. Mengadakan rapat kordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu di 

perlukan.  

g. Membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan 

pelayanan keperawatan untuk disampaikan kepada direktur medik dan 

keperawatan.   

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Sistem penagihan piutang pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. Riau sudah efektif dan efisien karena  

menggunakan sistem INA-CBG’s yang memudahkan untuk menentukan tarif  

rumah sakit sesuai diagnosa pasien yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.  

Semua sistem penagihan sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang  

memiliki wewenang dalam hal ini, yaitu kepala bidang, sehingga data akuntansi  

yang dihasilkan terjamin keandalan dan ketelitiannya.  

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam proses penagihan yaitu 

keterlambatan pengentryan dan pengkodingan berkas klaim, dokumen hilang atau 

tercecer, nama Dokter / tanda tangan dokter tidak ada dan diagnosa atau status 

pasien tidak ada. Namun hambatan-hambatan ini sudah dapat diatasi dengan baik 

oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau. 

Penanganan hambatan-hambatan  ini  dilakukan  dengan  menambah  staff 

casemix untuk bagian  koding dan  scaning,  menunjuk satu orang staff yang akan 

bertanggung jawab penuh dalam kelengkapan berkas-berkas pasien, untuk 

nama/tanda  tangan  dokter  yang  tidak  ada,  dikembalikan  ke  poliklinik  yang 

bersangkutan untuk dilengkapi, sedangkan diagnosa  tidak  ada,  dikoordinasikan/ 

dikembalikan ke bagian coder. 
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4.2. Saran  

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba memberi saran yang mungkin 

dapat menjadi masukan yang positif bagi pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Prov.Riau. 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan antara lain: 

1. Diperlukan pengawasan dan pelatihan khusus untuk para  staff baru 

agar tidak terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  seperti  kesalahan  

pengentrian  atau pengkodean klaim. 

2. Diperlukan  ketelitian  para  staff  dalam  meng-entry  maupun  meng-

kode  data pada  aplikasi  serta  perlunya  ditingkatkannya  mutu  

jaringan  internet  untuk menghindari kesalahan dan gagal upload 

dalam penagihan. 

3. Untuk meningkatkan kinerja karyawan rumah sakit, sebaiknya dalam  

melaksanakan  pekerjaan  lebih  ditingkatkan  tanggung  jawab,  

ketelitian dan kedisiplinan dalam mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan. 

4. Untuk  menjalin  kerja  sama  yang  lebih  baik  lagi  antar  unit,  

penulis  sarankan perlunya sebuah diskusi yang diadakan oleh SDM 

rumah sakit untuk menjaga komunikasi  serta  mengecilkan  tingkat  

kesalahpahaman  masing-masing  unit yang saling membutuhkan. 

5. Diperlukannya pembaharuan ilmu dan aturan terbaru terkait dengan 

aturan koding ataupun aturan BPJS Kesehatan. 
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Apa yang melandasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau mengikuti program 

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) ? 

2. Apakah Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau memiliki SOP Penagihan Piutang 

BPJS Kesehatan ? 

3. Apa yang anda ketahui tentang sistem casemix yang dikenal dengan INA CBG’s ? 

4. Apakah tarif pembayaran klaim yang diberikan BPJS Kesehatan sama dengan tarif 

yang dikeluarkan dari rumah sakit ? 

• Bila tidak sama bagaimana ? 

5. Apa permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau terkait 

dengan penagihan piutang kepada BPJS Kesehatan ? 

6. Apakah proses penagihan piutang BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap arus kas 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau ? 

7. Bagaimana cara menjamin agar kelancaran klaim kepada BPJS Kesehatan sesuai 

dengan yang diharapkan ? 

8. Bagaimana jika pihak BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim piutang ? 

Lampiran 2. Transkip Wawancara 

1. Apa yang melandasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau mengikuti program 

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)? 

Jawaban : Karena merupakan program nasional dan Peraturan dari Pemerintah 

yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia ikut serta dalam program 

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), serta rumah sakit juga harus menerima 

pasien dari program tersebut. Dengan mengikuti program Jaminan 

Kesehatan Nasional (BPJS) ini bisa jadi segmentasi pasar juga meningkat. 

Harapannya Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau  bisa  berada  ditengah  



 

 

87 

 

masyarakat melayani masyarakat baik kalangan menengah ke atas  maupun  

ke  bawah,  dengan  kerjasama dengan BPJS Kesehatan RS diharapkan bisa 

mewujudkannya. 

2. Apakah Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau memiliki SOP Penagihan Piutang 

BPJS Kesehatan? 

Jawaban : Untuk SOP Penagihan Piutang BPJS Kesehatan, Rumah sakit 

mengikuti SOP dari BPJS Kesehatan yaitu kelengkapan data pasien yang 

akan kita input ke-aplikasi INA CBG`s. 

3. Apa yang anda ketahui tentang sistem casemix yang dikenal dengan INA CBG’s? 

Jawaban : INA-CBG’s merupakan sistem pembayaran dengan  sistem “paket”, 

berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Sistem  tarif  yang sudah 

dikelompokkan  sehingga  tidak seperti dulu dimana ada tarif obat, kamar, 

fasilitas, jasa  medis,  dan lainnya,  sekarang  semua  sudah  dijadikan  satu 

harga dalam INA CBG’s sehingga mencakup seluruh pelayanan. 

4. Apakah tarif pembayaran klaim yang diberikan BPJS Kesehatan sama dengan tarif 

yang dikeluarkan dari rumah sakit? 

• Bila tidak sama bagaimana? 

Jawaban : Untuk tarif klaim BPJS Kesehatan secara umum berbeda dengan tarif 

rumah sakit. 

• Bila tarif klaim BPJS Kesehatan berbeda dengan tarif rumah sakit, Rumah 

Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau tetap mengakui tarif klaim yang dibayarkan 

BPJS Kesehatan. 

5. Apa permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau terkait 

dengan penagihan piutang kepada BPJS Kesehatan? 

Jawaban : Tidak ada permasalahan yang berarti, karena prosedur penagihannya 
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sudah jelas dari BPJS. Jika ada klaim yang di-pending BPJS itu karena 

adanya sedikit masalah seperti kesalahan koding atau ketidak lengkapan 

resume medis. Semuanya sudah ditangani dengan baik oleh rumah sakit. 

6. Apakah proses penagihan piutang BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap arus kas 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau? 

Jawaban : Tentu saja berpengaruh, jika petugas terlambat mengajukan penagihan 

klaim, tentu piutang akan lebih lama dibayarkan, sedangkan rumah sakit 

memerlukan kas untuk operasionalnya seperti membeli obat dan alat-alat 

medis,tagihan listrik dan lain sebagainya. 

7. Bagaimana cara menjamin agar kelancaran klaim kepada BPJS Kesehatan sesuai 

dengan yang diharapkan? 

Jawaban : Singkatnya rumah sakit harus memenuhi persyaratan2 klaim dari 

BPJS, sosialisasi  ke  pelaksana  (dokter),  supaya  lengkap dalam proses 

administrasinya seperti tanda tangan sehingga  lancar proses klaimnya.  

Dalam hal ini verifikator  dan  koder  berperan penting,  sehingga perlu 

diperhatikan betul,  sehingga  klaim  cepat, kelengkapan dokumen pun 

disiapkan. 

8. Bagaimana jika pihak BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim piutang? 

Jawaban : Dalam kontrak antara BPJS dengan Rumah Sakit, BPJS Kesehatan 

menyatakan, jika terlambat membayar ke rumah sakit maka akan terkena 

denda ganti rugi satu persen dari total klaim yang harus dibayarkan setiap 

satu bulan keterlambatan. 
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